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BAB II 

E-GOVERNMENT SEBAGAI KOMUNIKASI PEMERINTAH 

 

A. E-Government 

1. Pengertian E-Government 

Bank Dunia (World Bank) mengemukan bahwa E-Government refers to 

the use by govermnent agencies of information technologies (such as Wide 

Area Net-works, the internet, and mobile comput-ing) that have the ability to 

transform relations with citizens businesses,and other arms of goverment. 

Yang artinya adalah E-Government dijadikan acuan yang digunakan dalam 

sistem informasi pemerintahan (seperti dalam Wide Area Networks, internet, 

dan komunikasi berjalan) yang memiliki kemampuan untuk menjembatani 

hubungan dengan warga negara lainya, para pebisnis dan berba-gai elemen 

pemerintahan lainnya).
25

 

Konsep E-Government memang merupakan upaya pemerintah untuk 

memudahkan aktifitas pemerintahan dengan memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi. E-Government sendiri merupakan salah satu bentuk 

pelayanan publik yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan agar dapat 

menjadi penghubung antara kedua belah pihak maupun pihak lain yang 

berkepentingan. Yu-che dan James Perry berpendapat bahwa E-Government 

merupakan sebuah garis depan dari rencana pemerintah untuk mendukung 

                                                           
25

 Richardus Eko Indrajit, Electronic Government : Strategi Penmbangunan dan Pengembangan 

Sistem Pelayanan Publik berbasis Teknologi Digital, (Yogyakarta : Andi, 2002)., hlm. 3 
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serta menyediakan informasi dan peningkatan pelayanan pada masyarakat, 

pelaku bisnis, pekerja pemerintah, unit-unit pemerintah lain dan organisasi 

sektor ketiga.
26

  

Sedangkan Janet Caldow mendefinisikan E-Government bukanlah 

sebuah perubahan secara fundamental yang berjangka pendek pada 

pemerintahan dan kepemerintahan dan bukan pula sebagai awal dari 

permulaan era industriliasi. Artinya adalah bahwa E-Government merupakan 

sebuah modernisasi pemanfaatan teknologi yang secara garis besar bukan 

sebuah perubahan yang sangat mendasar di dalam sebuah tata pemerintahan 

yang dipastikan akan berjalan dalam jangka panjang dan bukan pula 

membuktikan bahwa ini merupakan awal dari sebuah proses pertumbuhan 

dan perubahan sosial.
27

 

Dari definisi yang dikemukakan oleh janet, bisa dilihat bahwa memang 

E-Government merupakan sebuah perubahan baru yang dirasa memberikan 

manfaat lebih dalam dunia pemerintahan maka sangatlah wajar jika 

modernisasi dalam bidang ini akan berjalan cukup lama dalam jangka 

panjang sehingga tak heran jika nanti akan muncul sistem serupa yang lebih 

kompleks, baik itu sebagai pelengkap maupun sebagai suatu hal yang baru. 

E-Government bisa juga dikatakan juga sebagai salah satu strategi 

pemerintah dalam mewujudkan Good Governance (tata kepemerintahan yang 

                                                           
26

 Falih Fuadi dan Bintoro Wardiyanto, Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi dan 

E-governance. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010)., hlm. 57 
27

 Janet Caldow, Intitute for Electronic Government, (UK : IBM Corporation, 2001)., hlm. 
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baik). Berbicara mengenai Good Governance, terdapat prinsip yang 

melandasi Good Governance yang sangat bervariasi dari satu intitusi ke 

intitusi lain, dari satu pakar ke pakar lain. Menurut Mark Robinson, terdapat 

istilah yang menjadi titik sentral yaitu : 1) akuntabilitas, yang menyatakan 

sebagian besar efektifitas pengaruh dari mereka yang diperintah terdapat 

orang yang memerintah; 2) legitimasi, yang berkaitan dengan hak negara 

untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga-warganya dan seberapa jauh 

kekuasaan ini dianggap sah untuk diterapkan; dan 3) transparasi,  yang 

didasarkan pada adanya mekanisme untuk menjamin akses umum kepada 

pengambilan keputusan. Sedangkan Bappenas mengaskan paling tidak ada 3 

prinsip utama yang melandasi Good Governance yaitu : 1) akuntabilitas; 2) 

transparasi; dan 3) partisipasi masyrakat.
28

 

2. Model E-Government 

Dalam penerapannya, Konsep E-Government memiliki model yang 

dinilai stategi ketika diterapkan. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintahan 

menerapkan model relasi E-Government dalam setiap akivitas 

pemerintahannya karena selain strategi juga banyak tujuan yang memang 

ingin dicapai melalui penerapan dari model penyampaian E-Government. 

Indarjit dalam bukunya mengatakan bahwa ada empat model relasi 

penyampaian  E-Government, yaitu :
29

 

                                                           
28

 Bambang Istianto, Manajemen Pemerintahan : dalam Perspektif Pelayanan Publik, Edisi 2, 

(Jakarta : Mitra Wacana Media,2011)., hlm. 102 
29

 Op.Cit., Indrajit.hlm. 7 
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a. Government-to-Citizen (G2C) 

Pemerintah membangun dan menerapkan berbagai teknologi 

informasi dengan tujuan utama memperbaiki hubungannya dengan 

masyarakat / publik. Atau dengan kata lain penyampaian layanan publik 

dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat / publik. 

b. Government-to-Business (G2B) 

Merupakan kegiatan transaksi elektronik dimana pemerintahan 

menyediakan serbagai informasi yang dibutuhkan bagai kalangan bisnis 

untuk berinteraksi dengan pemerintah, hal ini bisa informasi yang tertera 

di dalam sebuah website yang dimiliki oleh pemerintah dan kalangan 

bisnisnya. 

c. Government-to-Government (G2G) 

Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi secara online 

antar departemen pemerintahan melalui basis data yang terintergrasi misal 

hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan 

sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jenderal untuk 

membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh 

para warga negara asing yang sedang berada di tanah air. 

d. Government-to-Employees (G2E) 

Aplikasi E-Government yang juga diperuntukkan untuk 

menigkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau 

karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai 
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pelayan masyarakat atau publik, misal sistem pengembangan karir 

pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanya 

perbaikan kulaitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai 

penujang proses mutasi, rotasi, demosi dan promosi seluruh karyawan 

pemerintahan. 

Berikut gambar model relasi E-Government : 

     Citizen 

        

       

      Business 

      Government 

       

 

      Employees 

 

 

Gambar 2.1 

Model E-Government 

 

3. Manfaat dan Tujuan E-Government 

Fakta bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan 

memang sangat diperlukan. Melihat bahwa dampak yang diperoleh oleh 

instansi pemerintahan baik itu pusat maupun daerah dirasa sangat baik 

dengan adanya penerapan teknologi informasi. Maka dapat dirumuskan 

beberapa manfaat dari E-Government menurut  CIMSA, sebuah perusahaan 

E-Government 

G2B 

G2C 

G2G 

G2E 

Taxes, Regulation 

Taxes, Contract, etc. 

Shared, Service, fund 

transfers, etc. 

Benefits, Records, 

Oppurtinities, etc. 
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di Madrid, Spanyol yang memiliki kompetensi dalam bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi sebagai berikut : 

a. E-Government meningkatkan efisiensi 

Teknologi informasi dan komunikasi membantu meningkatkan 

efisiensi tugas pemrosesan massal dan operasi administrasi publik. 

Aplikasi berbasis internet dapat melakukan penghematan pengumpulan 

dan transmisi data, serta penyediaan informasi dan komunikasi dengan 

pelanggan. Efisiensi yang signifikan di masa mendatang dilakukan 

melalui proses berbagi data antara pemerintah. Misalnya ketika 

mengakses data kependudukan sebuah desa maka tidak perlu untuk 

mendatangi desa tersebut melainkan dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi maka mendapatkan data tersebut lebih mudah. 

b. E-Government meningkatkan layanan 

Mengadopsi fokus publik adalah inti dari agenda reformasi saat ini. 

Layanan yang berhasil adalah yang dibangun atas pemahaman kebutuhan 

publik. Fokus publik menyiratkan bahwa pengguna tidak perlu 

memahami struktur dan hubungan pemerintah untuk berinteraksi dengan 

pemerintah. Internet dapat membantu mencapai tujuan ini dengan 

memunculkan pemerintah sebagai organisasi terpadu yang memberikan 

layanan online dengan lancar. Sama dengan semua layanan, layanan E-

Government juga harus dikembangkan berdasarkan permintaan dan nilai 

pengguna. 
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c. E-Government membantu mencapai hasil kebijakan tertentu 

Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu pemangku 

kepentingan berbagi informasi dan ide, untuk kemudian berkontribusi 

dalam menentukan hasil kebijakan. Misalnya, informasi dapat 

mendorong penggunaan program pelatihan dan pendidikan serta proses 

berbagi informasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk 

memfasilitasi kebijakan lingkungan. Meskipun demikian, proses berbagi 

informasi pada individu akan memunculkan isu perlindungan privasi 

serta kompromi harus dipertimbangkan secara cermat. 

d. E-Government berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi 

E-Government membantu mengurangi korupsi, meningkatkan 

keterbukaan dan kepercayaan terhadap pemerintah, serta berkontribusi 

terhadap tujuan kebijakan ekonomi. Dampak spesifik mencakup 

penurunan pengeluaran pemerintah melalui program yang lebih efektif, 

efisiensi serta peningkatan produktivitas bisnis melalui penyederhanaan 

administrasi yang memungkinkan oleh teknologi informasi dan 

peningkatan informasi pemerintah. 

e. E-Government adalah kontributor reformasi utama 

Mayoritas negara sedang menghadapi isu modernisasi dan 

reformasi manajemen publik. Perkembangan saat ini berarti bahwa 

proses reformasi harus berkelanjutan. Teknologi informasi dan 

komunikasi telah mendukung reformasi di banyak wilayah, misalnya 
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dengan meningkatkan transparansi, memfasilitasi proses berbagi 

informasi, dan menyoroti inkonsistensi internal. 

f. E-Government membantu membangun kepercayaan antara pemerintah 

dan warganya 

Membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakatnya 

sangat fundamental bagi pemerintahan yang baik. Teknologi komunikasi 

dan informasi dapat membantu membangun kepercayaan dengan 

memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan, 

mempromosikan pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab serta 

membantu mencegah korupsi. Selain itu, jika batasan dan tantangan 

diatasi dengan baik, E-Government dapat membantu memperdengarkan 

suara rakyat agar diperdebatkan dengan lebih luas. Proses ini dilakukan 

dengan memanfaat teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mendorong warga agar dapat memberikan saran yang membangun 

mengenai isu publik dan menilai dampak penerapan teknologi untuk 

membuka proses kebijakan. 

g. E-Government meningkatkan transparansi dan tanggung jawab 

Teknologi informasi dan komunikasi membantu meningkatkan 

transparansi dalam proses pengambilan keputusan dengan memudahkan 

informasi untuk dapat diakses – mempublikasikan debat dan rapat, 

anggaran dan pengeluaran, hasil dan alasan pemerintah untuk mengambil 

keputusan penting, dll –  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34 
 

 

Adapun mengenai tujuan E-Government, ada empat hal yang menjadi 

tujuan diterapkannya E-Government, menuurut Anwar yaitu :
30

 

a. Terciptanya hubungan secara E-Government antara pemerintah dan 

masyarakat sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dan 

layanan dari pemerintah. 

b. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat ke arah 

yang lebih baik dari apa yang telah berjalan saat ini. 

c. Menunjang good governance dan keterbukaan. 

d. Menigkatkan pendapatan asli daerah. 

Lebih jelas lagi menurut Indrajit, insentif E-Government mempunyai 

beberapa arah dan tujuan strategis yaitu:
31

 

a. Dengan E-Government pemerintah ingin memberikan penawaran yang 

luas mengenai beberapa informasi penting yang dibutuhkan masyarakat 

dan juga pilihan akses terhadap layanan pemerintah. 

b. Mengembangkan transparansi yang lebih luas dalam proses pelayanan 

publik, karena masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang berbagai 

program dan kegiatan pemerintah dan masyarakat bisa melakukan kontrol 

dan pertanggungjawaban lebih besar terhadap apa yang dilakukan 

pemerintah.  

                                                           
30

 Khoirul Anwar, dkk, Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Otonomi 

Daerah (SIMDA), (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2003) 
31

 Richardus Eko Indrajit, Electronic Government In Action : Ragam Kasus Implementasi Sukses 

di Berbagai Belahan Dunia, (Yogyakarta : Andi, 2005) 
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c. Dukungan dan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses 

pengambilan keputusan. Partisipasi yang luas akan menjamin keputusan 

yang diambil memenuhi aspirasi masyarakat menuju proses pemerintahan 

yang transparan dan demokratis. 

d. Menggantikan peran penyediaan layanan kepada masyarakat, dimana 

mereka bisa mendapatkan informasi dan layanan dengan mendatangi 

langsung kantor-kantor pemerintahan. Melaui E-Government masyarakat 

mempunyai pilihan akses yang lebih banyak. 

4. Undang-undang tentang E-Government 

Yang mendasari kebijakan penerapan E-Government pada instansi 

pemerintah pusat maupun daerah adalah Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 

tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government yang 

khusus mengatur tentang strategi pemerintah dalam upaya menyelenggarakan 

good governance melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi 

dalam proses pemerintahan serempak secara nasional.  

Dasar hukum selanjutnya terdapat pada Undang-undang Nomor 11 

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 13 bab 54 pasal 

yang khusus membahas kebijakan peraturan mengenai teknologi informasi 

dengan menimbang bahwa kemajuan teknologi informasi cukup pesat 

sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman dan 

tidak terjadi penyalahgunaan. E-Government merupakan salah satu sistem 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

36 
 

 

pemerintahan yang berbasis teknologi informasi menjadikan UU ITE sebagai 

acuan dalam penerapannya baik di pemerintahan pusat maupun daerah.  

Selanjutnya yaitu Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang 

keterbukaan Informasi Publik (KIP) 14 bab 64 pasal yang membahas 

keterbukaan informasi kepada publik sebagai bentuk layanan publik untuk 

menciptakan transparansi. Mengingat dalam UUD 1945 Pasal 28 F yang 

berbunyi : 

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak 

untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran 

yang tersedia”  

Maka setiap individu berhak mengakses informasi yang memang 

dibutuhkan akan tetapi tidak semua informasi dapat diakses dikarenakan 

kepentingan negara yang dijelas dalam UU KIP. Dalam E-Government berisi 

informasi yang diperuntukkan dan dapat diakses oleh publik sehingga selain 

UU ITE juga UU KIP yang dijadikan sebagai landasan dalam pengaplikasian 

E-Government.  

E-Government juga merupakan salah satu bentuk pelayanan publik 

maka dalam penerapannya mengacu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 

2009 tentang pelayanan publik. Dalam UU pelayanan publik mengatur 

bagaimana prinsip pemerintah yang baik dalam hal pelayanan kepada publik 

agar fungsi pemerintahan berjalan efisien dalam upaya penyelenggaraan good 

governance.  
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B. Komunikasi Pemerintah  

1. Pengertian Komunikasi Pemerintah 

Sebelum membahas mengenai komunikasi pemerintah, perlu diketahui 

terlebih dahulu yang dimaksud pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah 

merupakan sebuah organisasi yang memiliki wewenang untuk membuat 

kebijakan sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku sedangkan 

pemerintahan merupakan semua aktifitas, proses atau cara pemerintah dalam 

menjalankan wewenang untuk mencapai tujuan negara. Maka yang dimaksud 

dengan komunikasi pemerintah sendiri merupakan proses komunikasi yang 

dilakukan oleh organisasi pemerintahan, baik antar individu maupun lembaga 

intansi lainnya dalam konteks aktivitas pemerintahan. Dalam bukunya, Yusuf  

mengatakan bahwa komunikasi pemerintahan merupakan komunikasi antar 

manusia (human communication) yang terjadi dalam konteks organisasi 

pemerintahan. Oleh karena itu, komunikasi pemerintahan tidak lepas dari 

konteks komunikasi organisasi dan bagian dari komunikasi organisasi.
32

 

Dari pengertian yang diungkapkan oleh Yusuf bahwa tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara pemerintah dan pemerintahan. Karena 

memang saat ini belum banyak refrensi yang bisa digunakan untuk 

mendefinisikan pengertian dari komunikasi pemerintah ataupun komunikasi 

                                                           
32

 Yusuf Zainal Abidin, Komunikasi Pemerintahan : Filosofi, Konsep dan Aplikasi, (Bandung : 

Pustaka Setia, 2016).,hlm. 35 
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pemerintahan. Lebih lanjut lagi Yusuf mengemukakan pendapat bahwa dalam 

komunikasi pemerintahan terdapat dua tipe saluran komunikasi, yaitu : 
33

 

a. Pertama, memudahkan komunikasi intern. Proses birokrasi internal ini 

memiliki tiga aspek yakni : 1) informasi sebagai dasar untuk membuat 

keputusan; 2) putusan dan dasar alasannya harus disebarkan agar anggota-

anggota organisasi itu melaksanakannya; 3) media untuk “pembicaraan 

organisasi”, percakapan sehari-hari yang biasa dalam menjalankan 

pekerjaan, dan pembicaraan yang dilakukan oleh anggota-anggota dalam 

melaksanakan tugas menciptakan keanggotaan yang bermakna dalam 

tatanan sosial yang sedang berlangsung. 

b. Kedua, media untuk berkomunikasi secara eksternal. Dalam dinas 

pemerintahan misalnya, media yang mencakup saluran untuk 

berkomunikasi kepada warga masyrakat pada umumnya, klien 

kepentingan khusus, legislatif, dan instansi pemerintahan yang lain.  

Komunikasi pemerintahan menurut Myers dan Myers (1982) 

merupakan elemen penting dalam organisasi pemerintah.
34

 Komunikasi 

pemerintah merupakan salah satu fungsi penting dalam organisasi 

pemerintahan, baik untuk managing staff maupun managing people. 

Komunikasi pemerintah untuk managing staff merupakan komunikasi 

internal organisasi dan bertujuan agar pegawai atau staf mengetahui dan 

memahami segala sesuatu yang harus dikerjakan, cara mengerjakan, dan 

                                                           
33

 Ibid., hlm. 39 
34

 Dikutip dari Michele Tolela Myers & Gail E. Myers, Managing by Communication : An 

Organizational Approach, (New York : McGraw-Hill Book Company, 1982)., hlm. 8 
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eksekutif pemerintah mendapat informasi dari pegawai tentang hasil 

pelaksanaan pekerjaan yang semuanya bermanfaat untuk mencapai tujuan 

organisasi pemerintah secara efektif dan efisien. 

Adapun komunikasi pemerintahan untuk managing people merupakan 

komunikasi eksternal organisasi untuk memberikan informasi tentang 

berbagai kebijakan dan peraturan pemerintah kepada masyarakat, organisasi-

organisasi non pemerintah, termasuk komunitas atau institusi bisnis, sekaligus 

mendapatkan informasi dari mereka untuk membuat kebijakan dan peraturan 

juga informasi tentang dampak dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 

untuk menentukan apakah kebijakan atau peraturan tersebut dilanjutkan atau 

dihentikan, direvisi atau dimodifikasi. 

2. Fungsi Komunikasi dalam Organisasi Pemerintahan 

Komunikasi dalam sebuah organisasi memang memiliki kedudukan 

yang sangat penting, mengingat bahwa dalam sebuah organisasi terdiri dari 

anggota-anggota organisasi yang saling berhubungan antara satu dengan yang 

lainnya sehingga komunikasi menjadi salah satu yang diperlukan dalam 

menjalankan aktivitas organisasi. Hal ini juga yang mendasari betapa 

pentingnya komunikasi dalam organisasi pemerintahan karena memiliki 

fungsi yang sesuai dengan tujuan pemerintah. Sendaja menyatakan fungsi 

komunikasi dalam organisasi pemerintahan sebagai berikut :
35

 

                                                           
35

 Sasa Djuarsa Sendjaja, Teori-teori Komunikasi, Cetakan ke-1, (Jakarta : Universitas Terbuka, 

1994)., hlm. 32 
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a. Fungsi Informatif  

Sebuah organisasi termasuk organisasi pemerintahan dapat 

dipandang sebagai sistem pemrosesan infromasi. Maksudnya, seluruh 

anggota dalam orgnisasi pemerintahan berharap dapat memperoleh 

informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi dapat 

diperoleh dari pimpinan, wakil dan bawahan sehingga dengan adanya 

informasi tersebut memungkinkan setiap anggota organisasi menjalankan 

tugasnya secara pasti dan lebih baik. 

b. Fungsi Regulatif 

Fungsi ini berkaitan dengan peraturan yang berlaku dalam suatu 

organisasi. Terdapat dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif, 

yaitu : 1) Berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam tataran 

manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk 

mengendalikan semua informasi yang disampaikan; 2) Berkaitan dengan 

pesan. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. 

Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan 

yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan sehingga dengan 

komunikasi dapat mencegah ketidakpastian.  

c. Fungsi Persuasif 

Dalam mengatur suatu organisasi, termasuk organisasi 

pemeirntahan, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa 

hasil sesuai dengan yang diharapkan. Kenyatan ini menyebabkan banyak 
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pimpinan yang lebih menyukai untuk mempersuasif bawahannya 

daripada memberi perintah. Hal tersebut dikarenakan pekerjaan yang 

dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian 

yang lebih besar dibandingkan pekerjaan yang dilakukan atas perintah 

pimpinan yang sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. 

d. Fungsi Integratif 

Setiap organisasi akan berusaha menyediakan saluran yang 

memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan 

dengan baik. Saluran komunikasi yang dapat mewujudkan  hal tersebut 

yaitu : 1) Saluran komunikasi formal, seperti penerbitan khusus dalam 

organisasi (buletin, newsletter) dan laporan kemajuan organisasi; 2) 

Saluran komunikasi informal, seperti perbincangan antarpribadi selama 

masa istirahat kerja, pertandingan olehraga, ataupun kegiatan 

darmawisata. Pelaksanaan aktivitas akan menumbuhkan keinginan untuk 

berpartisipasi lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. 

Dengan adanya saluran komunikasi seluruh anggota organisasi dapat 

mengerjakan tugas dengan tepat, selain itu pula akan menciptakan 

hubungan yang harmonis dalam organisasi. 

3. Komunikasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia 

Praktik komunikasi pemerintahan ditentukan oleh sistem pemerintahan. 

Menurut Tatang, sistem adalah sekumpulan unsur yang melakukan kegiatan 

atau menyusun skema dalam melakukan tata cara suatu kegiatan pemrosesan 
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untuk mencapai sesuatu atau beberapa tujuan.
36

 Maka bisa dikatakan bahwa 

sistem pemerintahan merupakan sekumpulan unsur yang ada di dalam 

organisasi pemerintahan yang diproses untuk mencapai tujuan pemerintahan. 

Nazzmuzzaman mengemukakan pendapat bahwa terdapat pebedaan 

komunikasi pemerintahan dari masa ke masa di Indonesia, perbedaan tersebut 

sebagai berikut :
37

 

a. Komukasi dalam Pemerintahan Orde Baru 

Komunikasi pemerintahan Orde Baru lebih menekankan downward 

communication dengan arus informasi satu arah. Implikasi dari 

komunikasi pada sektor publik era Orde Baru yang sentralistis 

menyebabkan arus informasi cenderung kaku dan lamban.  

Dalam berkomunikasi dengan warga, pemerintah cenderung 

memperlihatkan sikap kaku. Komunikasi dalam pemerintahan  Orde Baru 

menjadi Chief Executif Officer (CEO) birokrasi, seperti prsiden, 

gubernur, bupati dan walikota menjadi sentral informasi dan feedback 

kurang dihargai. Semua informasi publik seperti kebijakan dan keputusan 

lain bergantung pada pemerintah dan ditetapkan oleh sentral 

pemerintahan. 

 

b. Komunikasi Pemerintahan Pasca-Orde Baru 

                                                           
36

 Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, Cetakan ke-3, (Jakarta : Raja Grafindo 

Persada, 2011)., hlm. 21 
37

 Elpi Nuzzmuzzaman, Kegagalan Demokrasi : Analisis Ekonomi Kelembagaan, (Bandung : 

Bandung Institute Of Governance Studies (BIGS), 2004)., hlm. 50-53 
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Komunikasi pemerintahan Pasca-Orde Baru yang desentralik 

relatif demokratis karena telah menempatkan bawahan (dalam 

komunikasi internal), warga dan dunia usaha (dalam komunikasi 

eksternal) sebagai sender. 

Arus informasi, terutama informasi untuk pembuatan kebijakan 

berjalan lancar atau memperlancar aliran informasi secara dua arah 

informasi publik tidak lagi dikuasai oleh pemerintah. Keharusan bagi 

pemerintah untuk menyebar informai kepada warga dan memanfaatkan 

public opinion dari masyrakat mengurangi atau mempersempit 

kesenjangan informasi (asymmetric information) antara pemerintah dan 

masyarakat, khususnya pra-penetapan kebijakan (ex ante), pembahasan 

kebijakan (interim), dan pasca-penetapan kebijakan (ex post). 

c. Komunikasi Pemerintahan Masa Reformasi 

Komunikasi masa reformasi yang menekankan demokrasi 

partisipasi menjadikan bawahan tidak hanya sebagai komunikan atau 

receiver yang sekedar menerima infromasi dari atasan, tetapi juga 

berperan sebagai komunikator sehingga arus infromasi berasal dari 

bawah ke atas . Pada masa ini, lebih didominasi oleh komunikasi dari 

masyarakat, karena pada masa ini masyarakat memiliki hak untuk 

menyampaikan pendapat baik individu maupun kelompok sehingga 

aspirasi masyarakat dapat didengar oleh pemerintah. Dari masyarakat 

inilah yang kemudian dijadikan sumber informasi oleh pemerintah. 
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Dengan demikian, masa reformasi telah mengubah pola 

komunikasi downward dominan menjadi komunikasi upward dominan. 

Dalam praktiknya, komunikasi pemerintahan pada masa ini menganut 

good governance yang menekankan pada empat pilar yaitu ketanggapan 

(responsiveness), transparansi (transparency), akuntabilitas 

(accountability), dan partisipasi (partisipation).  

Dalam dunia komunikasi, pada masa reformasi terjadi 

perkembangan baru, antara lain dicabutnya Keputusan Menteri 

Penerangan tentang Peraturan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), 

sehingga pengurusannya menjadi lebih mudah, terbangunnya keberanian 

moral dalam menyampaikan aspirasi dan koreksi meskipun kadang-

kadang tidak sejalan dengan pemerintah, adanya toleransi yang tinggi 

dalam perbedaan pendapat, penggunaan media massa yang semakin 

berani dalam menyajikan fakta atau opini serta berbagai perkembangan 

lain yang pada akhirnya bermuara pada suatu komitmen, yaitu persatuan 

dan kesatuan tetap dapat dipelihara dalam dinamika yang sedang 

berkembang saat ini. 

C. Teori Informasi Organisasi 

Salah satu gagasan paling berpengaruh dalam teori komunikasi organisasi 

adalah pemikirab Karl Weick mengenai informasi organisasi yang berada di 

bawah naungan pemikiran sibernetika. Sibernetika menempatkan komunikasi 

pada tataran terdepan dalam studi mengenai organisasi. Teori informasi organisasi 
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memiliki kedudukan penting dalam ilmu komunikasi karena menggunakan 

komunikasi sebagai dasar atau basis bagaimana mengatur atau mengorganisasikan 

manusia dan memberikan pemikiran rasional dalam memahami bagaimana 

manusia berorganisasi. Menurut teori ini, organisasi bukanlah struktur yang terdiri 

atas sejumlah posisi dan peran, tetapi merupakan kegiatan komunikasi sehingga 

sebutan yang lebih tepat sebenarnya adalah organizing atau mengorganisasi (yang 

menunjukkan proses) daripada organization atau organisasi, karena organisasi 

adalah sesuatu yang ingin dicapai melalui proses komunikasi yang 

berkelanjutan.
38

  

Beberapa ahli teori komunikasi organisasi menggambarkan organisasi 

sebagai suatu sistem yang hidup (living system) yang melakukan proses kegiatan 

untuk mempertahankan keberadaannya dan menjalankan fungsinya. Suatu 

organisasi harus memiliki suatu prosedur untuk mengelola seluruh informasi yang 

ingin diterima atau dikirimkan untuk mencapai tujuannya. Fokus dari teori 

informasi organisasi adalah komunikasi informasi, hal yang sangat penting dalam 

menentukan keberhasilan suatu organisasi. Sangatlah jarang satu orang atau satu 

bagian pada sebuah organisasi atau perusahaan memiliki seluruh informasi yang 

diperlukan untuk dapat menyelesaikan tugasnya. Informasi yang dibutuhkan 

berasal dari berbagai sumber. Namun demikian, tugas mengelola atau memproses 

informasi tidaklah sekedar bagaimana memperoleh informasi, bagian tersulit 

                                                           
38

 Op.Cit., Morissan, Teori Komunikasi Organisasi ---------------. hlm 32 
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adalah bagaimana memahami informasi dan mendistribusikan informasi yang 

diterima itu di dalam organisasi.
39

 

Terdapat beberapa asumsi yang dikemukakan oleh Karl Weick yang 

mendasari teori informasi organisasi, antara lain sebagai berikut :
40

 

a. Organisasi berada dalam suatu lingkungan informasi 

Asumsi pertama menyatakan bahwa organisasi berada dalam suatu 

lingkungan informasi, ini berarti bahwa organisasi bergantung pada 

informasi untuk dapat berfungsi secara efektif dan untuk dapat mencapai 

tujuannya. Setiap hari, organisasi dan anggotanya menerima banyak sekali 

informasi yang berasal dari lingkunganya, namun tidak semua informasi 

dapat diproses lebih lanjut. Dengan demikian, organisasi dihadapkan dengan 

tugas untuk memilih yang mana dari sekian banyak informasi itu bermakna 

dan penting bagi organisasi, dan selanjutnya organisasi dan para anggotanya 

akan memfokuskan perhatiannya untuk mengolah informasi tersebut. 

Pada dasarnya, organisasi memiliki dua tugas utama untuk dilakukan 

agar dapat mengelola berbagai sumber informasi dengan berhasil, yaitu : 1) 

organisasi harus menafsirkan informasi eksternal yang ada dalam 

lingkungan informasi mereka; dan 2) organisasi harus mengkoordinasikan 

informasi untuk membuatnya menjadi bermakna bagi anggota organisasi 

dan tujuan organisasi.  

 

                                                           
39

 Ibid., hlm. 33 
40

 Ibid., hlm. 35-37 
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b. Informasi yang diterima organisasi berbeda dalam hal tingkat kepastiannya 

Asumsi kedua yang dikemukakan Weick meyatakan bahwa informasi 

diterima suatu organisasi berbeda-beda dala hal tingkat kepastiannya. 

Dengan kata lain, suatu informasi dapat memiliki lebih dari satu makna 

sehingga dapat menimbulkan multi tafsir. Organisasi selalu bergantung pada 

informasi dan menerima informasi dalam jumlah besar. Tantangannya 

terletak pada kemampuan organisasi untuk memahami informasi yang 

diterima. Organisasi perlu memutuskan suatu rencana untuk memahami 

informasi. 

Weick menyatakan bahwa tantangan organisasi tidak terletak pada 

sedikitnya informasi yang diterima, tetapi pada begitu banyaknya informasi 

yang diterima sehingga menimbulkan multi-tafsir. Untuk dapat menafsirkan 

informasi yang sangat multi-interpretasi dibutuhkan kegiatan komunikasi 

yang sama kompleksnya dengan informasi yang diterima sehingga dalam 

mengartikan informasi tersebut akan dapat memberikan kemudahan. Untuk 

dapat memproses informasi dengan berhasil maka organisasi harus 

melakukan sejumlah tindakan setara dengan tingkat kerumitan informasi 

yang diterima guna meminimalisir multi-tafsir. Dengan harapan semua 

anggota organisasi memiliki kesepahaman pada informasi yang diterima. 

c. Organisasi berusaha mengurangi ketidakpastian informasi 

Dalam upaya mengurangi ambiguitas informasi, maka asumsi Weick 

ketiga mengemukakan bahwa organisasi terlibat dalam proses informasi 
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untuk mengurangi ketidakpastian informasi. Menurut Weick, kegiatan 

organisasi berfungsi mengurangi ketidakpastian informasi dan proses untuk 

mengurangi ketidakpastian merupakan kegiatan bersama diantara para 

anggota organisasi. Bagian-bagian yang terdapat dalam organisasi 

bergantung satu sama lain dalam upaya untuk mengurangi ketidak pastian. 

Derajat ketidakpastian bervariasi antara satu situasi dengan situasi lainnya, 

namun seringkali cukup besar dan upaya untuk mengurangi ketidak pastian 

akan memberikan implikasi besar secara positif terhadap organisasi.  

 


